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PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 27 TAHUN 2002

TENTANG

IJIN GANGGUAN DAN IJIN TEMPAT USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undangundang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin
Gangguan Kota Bandung perlu diubah dan disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Ijin Gangguan (Hinder Ordonanstie) Stbl.1926 Nomor 226 yang telah diubah
dan ditambah dengan StbI. 1940 Nomor 14 dan 15;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan
Wilayah/Daerah);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 2818, Lembaran Negara Nomor 2948);

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970
(Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun
1968 Nomor 2853, Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2944);
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5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor
3274);

6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3699);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

11. Peraturan Pemerintah Nomr 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3356);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Dati II Bandung
(Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3358);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);

16. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman
Modal;

17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Penyidikan Terhadap Pelanggaran
Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Ancaman Pidana/Sanksi;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun
1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
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19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun
1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;

20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun
1995 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

21. Peraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Bandung Nomor 02 Tahun
1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah
Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;

22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pembuatan Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;

24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar
Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;

25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan
Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program
Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000- 2004’

27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2002 tentang Ijin Peruntukan
Penggunaan Tanah;

28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar
Perusahaan dati Tanda Daftar Gudang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG IJIN GANGGUAN
DAN IJIN TEMPAT USAHA.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini  yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kota Bandung;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

c. Walikota adalah Walikota Bandung;

d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang
mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama
dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.

f. Ijin adalah Ijin Gangguan dan Ijin Tempat Usaha,

g. Ijin Gangguan adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang dapat
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan,
dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona industri;

h. Ijin Tempat Usaha adalah ijin yang diberikan bagi tempat usaha yang tidak
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, dan tercemarnya lingkungan,
dikecualikan kepada tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah
Daerah meliputi Kawasan Industri dan Zona Industri;

i. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar
Ijin Mendirikan Bangunan;

j. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;

k. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha
tertentu untuk mencari keuntungan;

1. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan
atau bahan baku menjadi bahan jadi;

m. Tim Peneliti adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang terdiri dari unsur Kantor
Penanaman Modal Daerah (KPMD) dan Instansi terkait untuk meneliti dan
mempertimbangkan permohonan baru Ijin Gangguan dengan intensitas gangguan
besar dan sedang;

n. Retribusi adalah pungutan daerah atas pemberian Ijin Gangguan yang diberikan
kepada orang atau badan hukum;
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o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang
terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data
yang semula belum lengkap;

q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang
terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas
jumlah retibusi yang telah ditetapkan;

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha yang dapat dan/atau tidak
menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian
lingkungan harus mendapat ijin Walikota.

(2) Perijinan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Ijin Gangguan bagi
kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya
lingkungan dan Ijin Tempat Usaha bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan
bahaya kerugian, gangguan, tercemarnya lingkungan.

(3) Bagi setiap orang atau badan yang akan mendirikan. memperluas atau mendaftarkan
ulang kegiatan usaha dimana usahanya tersebut berpotensi menimbulkan
pencemaran lingkungan diwajibkan melengkapi dengan analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) atau Upaya pengelolaan Lingkungan ( UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL).

(4) Setiap orang pribadi atau badan yang telah memperolah Ijin Gangguan dan/atau Ijin
Tempat Usaha dari Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terlebih
dahulu wajib membayar retribusi.

(5) Syarat permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini sebagai
berikut:

a. Foto Copy Surat Ijin Mendirikan Bangunan. berikut Lampiran Gambar Denah
dan Situasi;

b. Foto Copy Sertifikat Tanah atau Keterangan Pemilikan/Pemakaian Tanah;

c. Foto Copy KTP pemohon;
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